
PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR: 8/16/PBI/2006 

TENTANG 

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA 

 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia 

yang sehat dan kuat diperlukan langkah-langkah konsolidasi 

perbankan; 

 b. bahwa dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan 

perlu dilakukan penataan kembali struktur kepemilikan 

perbankan melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal 

pada perbankan Indonesia; 

 c. bahwa disamping itu, kebijakan kepemilikan tunggal pada 

perbankan Indonesia merupakan salah satu faktor penting 

dalam mendukung efektivitas pengawasan bank; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk mengatur 

ketentuan tentang kepemilikan tunggal pada perbankan 

Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472)  sebagaimana  telah  diubah   dengan  Undang-Undang 

 
Nomor … 
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Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3790); 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG 

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN 

INDONESIA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

1.  Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  3 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak 

termasuk kantor cabang bank asing. 

2.  Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya 

menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank. 

 
3. Pemegang … 
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3.  Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan 

atau kelompok usaha yang: 

a.  memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau 

lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak 

suara; 

b.  memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) 

dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara 

namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

4.  Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company)  adalah 

badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham 

Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung 

seluruh aktivitas Bank-bank  yang merupakan anak perusahaannya. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada            

1 (satu) Bank. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dikecualikan bagi: 

a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing 

melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; 

b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya 

merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank); 

c.  Bank Holding Company sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c. 

 

 
Pasal 3 … 
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Pasal 3 

(1)  Sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pihak-pihak yang 

telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank 

wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut: 

a. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah 

satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga 

yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 

1 (satu) Bank; atau  

b.  melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank  yang 

dikendalikannya; atau  

c. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding 

Company), dengan cara : 

1)  mendirikan badan hukum baru sebagai Bank Holding Company; 

atau 

2)  menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Bank 

Holding Company. 

(2)  Dalam hal setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini pihak-pihak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian saham Bank 

lain dan mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai 

Pemegang Saham Pengendali Bank yang dibeli, maka yang bersangkutan 

wajib melakukan merger atau konsolidasi  atas Bank dimaksud dengan 

Bank yang telah dimiliki sebelumnya. 

 

Pasal  4 

(1)  Dalam hal Pemegang Saham Pengendali memilih untuk membentuk       

Bank  Holding  Company  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  

 huruf c … 
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huruf c, maka  rencana  pelaksanaan  pembentukan Bank Holding Company  

dan pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada Bank 

Holding Company  wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dengan 

melampirkan dokumen-dokumen pendukung. 

(2)  Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and 

Proper Test) terhadap calon pengurus Bank Holding Company sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

(3)  Proses pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

dari ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian 

Saham Bank Umum. 

 

Pasal 5 

(1)  Bank Holding Company sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c angka 1) harus merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang 

didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia.  

(2)  Bank Holding Company sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c angka 1) dilarang melakukan kegiatan usaha lain selain menjadi 

pemegang saham Bank. 

 

Pasal 6 

(1)  Bank Holding Company sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan 

keuangan Bank-bank yang merupakan anak perusahaannya.  

(2) Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank 

Holding Company sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai bagian tak  

 terpisahkan … 
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terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank. 

(3)  Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bank Indonesia dapat meminta laporan dan melakukan pemeriksaan 

terhadap Bank Holding Company baik secara berkala maupun sewaktu-

waktu apabila diperlukan. 

 

Pasal 7 

(1)  Penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhir Desember 2010.  

(2)  Berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank-bank yang 

dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka 

waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian Bank 

Indonesia kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi Pemegang 

Saham Pengendali dan atau Bank-Bank yang dikendalikannya 

menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

Pasal 8 

(1)  Bank-bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib 

menyusun rencana penyesuaian struktur kepemilikan dan menyampaikan 

kepada Bank Indonesia paling lambat akhir Desember 2007.  

(2)  Rencana penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat sekurang-kurangnya cara penyesuaian struktur kepemilikan 

yang dipilih, rencana tindak dan jadwal waktu pelaksanaannya.  

(3)  Rencana penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud                

pada ayat (1) dapat disusun dan disampaikan oleh masing-masing Bank atau  

 bersama  … 
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bersama-sama oleh beberapa Bank dengan Pemegang Saham Pengendali 

yang sama dan wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali 

yang bersangkutan serta diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris 

masing-masing Bank. 

(4)  Bank-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

perkembangan pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia setiap triwulan terhitung 

sejak 1 Januari 2008. 

 

Pasal 9 

(1)  Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang 

tidak melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  dilarang melakukan pengendalian 

dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank 

lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank. 

(2)  Bank-bank dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib:  

a.  mencatat kepemilikan saham dengan hak suara bagi yang bersangkutan 

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham 

Bank;  

b.  memberikan hak suara bagi yang bersangkutan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham  paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 

jumlah saham Bank. 

(3)  Bank-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menatausahakan 

jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) milik Pemegang 

Saham Pengendali sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham 

dimaksud dialihkan kepada pihak lain.  
Pasal 10 … 
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Pasal 10 

Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

wajib mengalihkan saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (3) kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya 

jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7.  

 

Pasal 11 

Saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak 

diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum Rapat Umum Pemegang 

Saham yang harus dicapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  atau 

Anggaran Dasar. 

 

Pasal  12 

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan 

sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah). 

 

Pasal 13 

(1) Pemegang Saham Pengendali yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa larangan 

menjadi Pemegang Saham Pengendali pada seluruh bank di Indonesia untuk 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

 

 

 (2) Pengenaan … 
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(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menghilangkan  kewajiban    Pemegang  Saham Pengendali dimaksud untuk 

tetap mengalihkan saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10. 

 

Pasal 14 

Bank Holding Company yang melanggar ketentuan Pasal  5 ayat (2) dikenakan 

sanksi administratif berupa penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper 

Test) terhadap pengurus. 

 

Pasal 15 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

Pada tanggal 5 Oktober 2006           

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

 

BURHANUDDIN ABDULLAH 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 73  

DPNP  



PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR: 8/16/PBI/2006 

TENTANG 

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA 

 

 

UMUM 

 Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan 

struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi perbankan 

diharapkan terjadi peningkatan economic of scale dari bank-bank di Indonesia 

dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, khususnya melalui pengawasan 

bank secara terkonsolidasi.  

 Langkah-langkah konsolidasi perbankan dilakukan antara lain melalui 

penataan kembali struktur kepemilikan pada perbankan Indonesia, khususnya 

melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy).   

Pada prinsipnya kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia 

diberlakukan untuk kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali 

yang diperoleh setelah berlakunya ketentuan ini. Namun demikian untuk 

mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, maka Pemegang Saham 

Pengendali Bank yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) Bank Umum pada 

saat mulai berlakunya ketentuan ini juga wajib melakukan penyesuaian struktur 

kepemilikan sahamnya pada Bank-bank yang dikendalikannya. 

  

 

 
Untuk … 
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 Untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank 

dimaksud Pemegang Saham Pengendali dapat memilih dari beberapa alternatif  

cara penyesuaian yang disediakan oleh ketentuan ini.  Beberapa alternatif cara 

penyesuaian tersebut diberikan dengan mengacu pada tujuan kebijakan 

kepemilikan tunggal, yakni konsolidasi perbankan dan peningkatan efektivitas 

pengawasan bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang 

Saham Pengendali yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia.  

 Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal, termasuk kewajiban 

penyesuaian struktur kepemilikan bagi pemegang saham pengendali yang telah 

mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, memberikan pengecualian bagi kantor 

cabang bank asing dan bank campuran, mengingat Indonesia terikat pada 

komitmen yang telah diberikan dalam perjanjian putaran Uruguay pada forum 

World Trade Organization untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam 

bentuk kantor cabang bank asing dan bank campuran (Joint Venture Bank).  

Demikian juga pengecualian diberikan bagi Pemegang Saham Pengendali yang 

mengendalikan 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha 

dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinisp 

Syariah, mengingat berdasarkan karakteristiknya, kedua jenis Bank dimaksud 

lebih tepat melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha yang terpisah. 

 

PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas 

 

 

 Pasal 2 … 
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Pasal 2 

Ayat (1) 

Sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan (Fit and Proper Test), bagi Pemegang Saham Pengendali 

yang merupakan badan hukum, pengertian Pemegang Saham 

Pengendali adalah sampai dengan pemegang saham terakhir (ultimate 

shareholder) dari badan hukum yang bersangkutan. 

Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan 

pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga 

mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). 

Ayat (2) 

Huruf a 

Berdasarkan ketentuan ini, apabila Pemegang Saham 

Pengendali memiliki lebih dari 2 (dua) Bank dan diantaranya 

terdapat beberapa Bank yang memiliki prinsip kegiatan usaha 

yang sama, maka kepemilikan atas Bank-bank dengan prinsip 

kegiatan usaha yang sama tersebut tidak memperoleh 

pengecualian.  

Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah 

memiliki 1 (satu) Bank konvensional dan 1 (satu) Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian mengakuisisi Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah,  maka Pemegang Saham 

Pengendali tersebut wajib melakukan merger atau konsolidasi 

atas kedua Bank berdasarkan Prinsip Syariah tersebut.   

 

 
Huruf b … 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan Bank Campuran dalam ketentuan ini 

adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang 

berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah 

memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat 

mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi 

pemegang saham masih tetap bank yang berkedudukan di luar 

negeri dan Bank di Indonesia.  

Sejalan dengan penjelasan dalam huruf a, apabila Pemegang 

Saham Pengendali Bank Campuran memiliki lebih dari 1 (satu) 

Bank lain bukan Bank Campuran, maka kepemilikan atas Bank-

bank bukan Bank Campuran tersebut tidak memperoleh 

pengecualian.  

Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah 

memiliki 1 (satu) Bank Campuran dan 1 (satu) Bank lain bukan 

Bank Campuran yang kemudian mengakuisisi Bank lain,  maka 

Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan merger 

atau konsolidasi atas kedua Bank yang bukan Bank Campuran 

tersebut. 

Huruf c 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 Pasal 3 … 



 

- 5 - 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Huruf a 

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pihak 

di luar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan 

derajat kedua dari Pemegang Saham Pengendali. 

Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham 

Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan 

Pembelian Saham Bank Umum. 

Huruf b 

Merger atau konsolidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang mengatur tentang merger atau konsolidasi Bank Umum. 

Huruf c 

Dengan ketentuan ini maka Bank-bank yang dikendalikan oleh 

Pemegang Saham Pengendali tersebut tetap ada sebagaimana 

semula, namun saham yang semula dimiliki secara langsung 

atau tidak langsung oleh Pemegang Saham Pengendali 

dialihkan kepemilikannya kepada Bank Holding Company. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 4 

Ayat (1)  

Dokumen pendukung yang wajib disampaikan kepada Bank 

Indonesia meliputi antara lain: 

 a. Berita … 
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a.  Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing 

Bank; 

b. Rancangan anggaran dasar dan daftar calon pengurus Bank 

Holding Company; 

c.  Rancangan akta pengalihan saham Bank. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

 

 

 Pasal 7 … 
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Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Penyampaian rencana penyesuaian struktur kepemilikan dialamatkan 

kepada Bank Indonesia  c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3)  

Cukup jelas  

Ayat (4) 

Penyampaian perkembangan pelaksanaan rencana penyesuaian 

struktur kepemilikan dialamatkan kepada Bank Indonesia c.q. 

Direktorat Pengawasan Bank terkait. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2)  

Huruf a 

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini tidak 

mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun permodalan Bank.  
Huruf b … 
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Huruf b 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 10 

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pihak di luar 

kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari 

Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan. 

 Pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank 

Umum dan Pembelian Saham Bank Umum. 

 

Pasal 11 

 Korum ditentukan berdasarkan jumlah saham dengan hak suara.  

 

Pasal 12 

Cukup jelas 

 

Pasal 13 

 Yang dimaksud dengan bank dalam Pasal ini adalah Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

 

 
Pasal 14 … 
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Pasal 14 

 Cukup jelas 

 

Pasal 15 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4642  


